
WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11T TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif dan efisien guna

meningkatkan kinerja pemerintahan dan

pelayanan publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan

melalui penyederhanaan struktur organisasi,

penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem

ke{a;

c. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem

kerja guna mewujudkan birokrasi yang

dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan

mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan

Fungsional pada Pemerintah Kota Banjarmasin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Sistem Kerja pada Pemerintah Kota

Banj armasin untuk Penyederhanaan Birokrasi;



Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang PerPanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia l82Ol;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a9l6l;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AV tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2OL4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Taun 2A23 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor l4L,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 68971;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O20 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 201O

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

20to-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 44ll
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 202O tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

23s);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17

Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21

Nomor 525) sebagaimana diubah dengan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun

2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahur, 2022

Nomor 181);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2O2L tent"ang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60
Tahun 2O2L tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1249)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022
tentang perubahan atas peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2O2l tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 753);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 4O) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Daerah Kota



Menetapkan:

Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2O2l tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Banjarmasin (kmbaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103

Tahun 2O21 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2O2l Nomor

103) sebagaimana telah telah diubah dengan

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Banjarmasin Nomor 1O3 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 9l);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

TENTANG SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH

KOTA BANJARMASIN UNTUK

PEI.IYEDERHANAAN BIROKRASI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah

Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahal Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaIi Kota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Ke{a adalah Kepala Perangkat

Daerah / Unit Kerja di Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang

membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi.

7. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan

mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara

dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Mekanisme Ke{a adalah proses dan cara kerja organisasi yang

menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil
Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan
kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.

9. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit
organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran ya',g bernilai
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

10. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan
birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan
menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur
organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.



11. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit

organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk
mengurangi tingkatan unit organisasi.

12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan

kepada pengguna SPBE.

13. Penugasan adalah penunjukkan atau pengajuan sukarela Pejabat

Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di

bawah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam periode waktu

tertentu sesuai dengan kompetensi, keahilan dan/ atau keterampilan.

14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat

Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat

Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin

suatu unit organisasi tertentu.

16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan

Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

17. Pemilik Kinerja adalah Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja selaku

pemitik outame f outcome antaral output.

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang bekerja pada instansi pemerintah.

19. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi

memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan

langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

2O. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang

mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan



tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan 

mengawasi kinerja pegawai. 

21. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 

22. Pejabat pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki pejabat 

pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 

23. Pelaksana adalah pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota 

Banjarmasin. 

24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan 

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang 

diberi pendelegasian kewenangan. 

25. Tim Kerja adalah kelompok kerja pelaksana tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang terdiri dari Ketua Tim Kerja dan 

Anggota Tim Kerja. 

 

Pasal 2 

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi 

birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif 

dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. 

 

Pasal 3 

(1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan: 

a. Penyederhanaan Struktur Organisasi; 

b. Penyetaraan jabatan; dan 

c. Penyesuaian Sistem Kerja. 

(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c meliputi: 

a. Mekanisme Kerja; dan  

b. Proses Bisnis. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 4

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi pada Perangkat Daerah
setelah Penyederhanaan Struktur Organisasi dan penyetaraan jabatan
dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Pasal 5

Maksud dan tujuan Penyesuaian Sistem Kerja yaitu:
a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;

b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

BAB II

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

dilaksanakan dengan prinsip:

a. orientasi pada hasil;

b. kompetensi;

c. profesionalisme;

d. kolaboratif;

e. transparansi; dan

f. akuntabel.

Pasal 7

(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a terdiri atas:

a. kedudukan;

b. Penugasan;



c. pelaksanaan tugas;

d. pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan kinerja; dan

f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur

pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan Penyederhanaan

Struktur Oorganisasi dan penyetaraan jabatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 8

(1) Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat

Pengawas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada atasan

langsung.

(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau

Pejabat Pengawas.

(3) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit

kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan

Pelaksana.

(4) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi

pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian.

Pasal 10

Rincian kedudukan Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau

pejabat Pengawas atau Pejabat F\rngsional atau Pelaksana sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penugasan

Pasa1 1 1

(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat JPT Pratama atau Pejabat

Administrator atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan

Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja

dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi

berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.

(2) Penugasan secara individu dan/ atau dalam Tim Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat JPT Pratama atau

Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan

Pelaksana yang berasal dari dalam 1 (satu) Unit Organisasi, lintas Unit

Organisasi, dan/ atau lintas Perangkat Daerah.

(3) Dalam Tim Kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi

dan/atau lintas Perangkat Daerah, Pejabat JPT Pratama atau Pejabat

Administrator atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional atau

Pelaksana yang berperan sebagai Ketua Tim Kerja diutamakan berasal

dari Unit Organisasi Pemilik Kinerja.

Pasal 12

(1) Penugasan Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau

Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilakukan

melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penugasarl langsung kepada Pejabat JPT Pratama atau Pejabat

Administrator atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional atau

Pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/ atau Pimpinan Unit

Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penugasan Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau



Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar

permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 13

Rincian Penugasan Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau

Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Ttrgas

Pasal 14

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator

atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana meliputi

pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit Organisasi, lintas Unit

Organisasi, dan lintas Perangkat Daerah.

(2) Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas Pejabat JPT Pratama atau

Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Pertanggungiawaban Pelaksanaan T\rgas

Pasal 15

Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas,

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan secara individu



melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit 

Organisasi. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat JPT 

Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, Pejabat 

Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai Anggota Tim Kerja 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja. 

(2) Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat 

Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai 

Ketua Tim Kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada 

Pimpinan Unit Organisasi secara berkala. 

(3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk 

meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau Anggota Tim Kerja. 

 

Pasal 17 

Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

 

Bagian Keenam 

Pengelolaan Kinerja 

 

Pasal 18 

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator 

atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang 

bekerja secara individu maupun dalam Tim Kerja terdiri  atas: 

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi 

ekspektasi; 

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi 

pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan 

dan pengembangan kinerja pegawai; 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan 

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian 

penghargaan dan sanksi. 



(2) Pengelolaan kinerja Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator

atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengelolaan kinerja Pejabat JPT Pratama atau Pejabat Administrator

atau Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan

berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang

terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Perangkat Daerah.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi

umum berbagi pakai.

Pasal 20

(1) Pimpinan Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi

menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE

Perangkat Daerah.

Pasa] 2 I
(1) Penyusunal Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah

untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan elisien antar

Unit Organisasi.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BAB III

PROSES BISNIS



(2) Untuk Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 sampai dengan Pasal 19, Perangkat Daerah melakukan perbaikan

dan pengembangan Proses Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan

penyesuaian standar operasional prosedur.

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
terhadap:

a. peta subproses;

b. peta relasi;

c. peta lintas fungsi; dan/ atau

d. peta level 1 dan turunannya,

sesuai dengan metode yang digunakan.

(5) Tata cara pen5rusunan peta Proses Bisnis Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV

KSTENTUAN T,AIN.LAIN

Pasal 22

Unsur kesekretariatan pada Perangkat Daerah melaksanakan

dukungan bagi percepatan pelaksanaan Penyesuaian Sistem

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.

peran

Kerja

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai

pemberian tugas tambahan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan

sebagai sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan



Wali Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banj armasin

pada tanggalt g Desenber 2C2J

ARMASIN

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 19 Dese,?ber 2Cr23

SEKR KOTA BANJARMASIN

IMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 1+7

,,

$



a.

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR T +Z TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH

KOTA BANJARMASIN

UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

KEDUDUKAN PF^IABAT JPT PRATAMA ATAU PB-IABAT

ADMINISTRATOR ATAU PF^IABAT PENGAWAS ATAU PEJABAT

FUNGSIONAL ATAU PELAKSANA

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai

Kinerja bagi Pejabat Administrator dan kelompok Jabatan

Fungsional, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai

Kinerja bagr Pejabat Pengawas dan kelompok Jabatan

Fungsional, dan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai

Kinerja bagi Pelaksana

Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama

Kelompok

Jabatan

Fungsional Pejabat

Administrator
Pejabat

Administrator

Pejabat

Pengawas

Pejabat

Pengawas Kelompok

Jabatan

Fungsional

Kelompok

Jabatan

Fungsional
PelaksanaPelaksana



b Unit orgarisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

1. Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi

Pejabat Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi

pelaksana

2. Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi

Pejabat Pengawas dan kelompok jabatan fungsional, dan

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pejabat

Administrator

Kelompok Jabatan

Fungsional

Pejabat
Pengawas

Pelaksana

Pejabat

Administrator

Pejabat
Pengawas

Kelompok

.labatan

Fungsional
Kelompok Jabatan

Fungsional dan

Pelaksana



3. Pejabat Administrator sebagai Pejabat penilai Kinerja

dengan tidak memiliki Pejabat Pengawas

c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas

d. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

Unit Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama dan Kelompok Jabatan Fungsional,

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja bagi

e

Pejabat

Administrator

Kelompok Jabatan

Fungsionaldan
pelaksana

Pejabat Pengawas

Kelompok Jabatan

Fungsionaldan
pelaksana

Pejabat Fungsional

Kelompok Jabatan

Fungsionaldan
pelaksana



Pejabat Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kine{a bagt

Pelaksana

ARMASIN

A

Sekretaris Daerah

Kelompok

.labatan

FunBsional

Kelompok

Jabatan

Fungsional Asisten DaerahAsisten Daerah

Kepala BagianKepala Bagian

Kepala Sub

Bagian
Kepala Sub

Bagian

Kelompok

Jabatan

Fungsional

Kelompok

Jabatan

Fungsional

Pelaksana Pelaksana



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH

KOTA BANJARMASIN

UNTUK PEI{YEDERHANAAN BIROKRASI

PENUGASAN JABATAN MANAJERIAL DAN

JABATAN NONMANAJERIAL

a. Struktur Penugasan

1. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level

struktur, dengan Pejabat level I sebagai Pejabat Penilai

Kinerja dan Pejabat level II sebagai Pimpinan Unit

Organisasi

t7

v
i

i) Pimpinan Unit

Orga nisasi

Pimpinan Unit

Organisasi

Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial

2. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level

struktur, dengan Pejabat t evel II sebagai Pejabat Penilai

Kinerja sekaligus sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial

Pejabat Penilai Kinerja



lJ
Pejabat Penilai

Kinerja dan

Pimpinan Unit
Organisasi v

i

Pejabat Penilai

Kiner.ia dan

Pimpinan Unit
Organisasi

Asisten Daerah

3. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan satu level

struktur

Pejabat Penilai

Kinerja dan

Pimpinan Unit
Organisasi

4. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Sekretaris Daerah
Pejabat Penilai Kinerja

q
i

Asisten Daerah

Kepala

Bagian

O Pimpinan Unit Organisasi

I

I

U
Kepala

Bagian
Kepala

Bagian

Jabatan Mana.ierial dan

Jabatan Nonmanajerial
Jabatan Manajerial dan

Jabatan Nonmanajerial

Jabatan Manajerial dan

Jabatan Nonmanajerial

Jabatan Manajerial dan

labatan Nonmanajerial

Kepa la

Bagian

Jabatan Manajerial dan

Jabatan Nonmanajerial



5. Strrrktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan

Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala

Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Sekretaris Daerah

lJ

Asisten Daerah

I

Asisten DaerahV Pejabat Penilai Kinerja

rlw Pimpinan
Unit Organisasi

Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Jabatan

Manajerial

dan Jabatan

Nonmanajerial

Asisten Daerah

6. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan

Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan

Unit Organisasi

Sekretaris Daerah

Jabatan

Manajerial
dan Jabatan

Nonmanajerial

Asisten Daerah

I

I

@r
Pejabat Penilai Kinerja

Pimpinan

Unit Organisasi

--{:

e
i

i

w
Kepala

Bagian
Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Kepala

Bagian

Jabatan

Manajerial
dan labatan

Nonmanajerial

Jabatan

Manajerial

dan Jabatan

Nonmanajerial

,abatan
Manajerial

dan Jabatan

Nonmanajerial

Jabatan

Manajerial
dan Jabatan

Nonmanajerial

Jabatan

Manajerial

dan Jabatan

Nonmanajerial

Jabatan

Manajerial

dan Jabatan

Nonmanajerial



b. Mekanisme penugasan melalui penunjukan dan pengajuan

sukarela

1. Penunjukkan

a) Penunjukan di dalam unit organisasi

PEJAEAT PENILAI

KINER,IA

PIMPINAN
UNIT

ORGANISASI

PIMPINAN
UNIT

ORGANISASI

Penugasan iF
dJn Pelaksrna
delam Tim

Penuga5an

,f dan
Pelaksana

5ebagai
individu

Penugasan

Jf dan
Pelaksana
sebagei
individu

Penugasao rF

din Pelak5ana
dalalrr Tim

I
KELOMPOl< JF DAN

PELAKSANA

Pelaksana

ee3
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oec
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I
iII
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lltl

a!aaaala--------

I mil
KELOMPOKJF DAN

P€I.AKSAi{A

Pelaksana

() ve)

() v6,

JF



b) Penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi
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Permohonan Pelibatan JF dan pelaksana
Peaunjukkan rabatan funSsionaldan pelaksana lintas unit organisasi



c) Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instansi

Paamohonaa pGllbatan r; dan pelaksana
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2. Pengajuan Sukarela

a) pengajuan sukarela di dalam unit organisasi

o
PIMPINAN

UNIT

ORGANISASI omenyampaikan
keinginannya
secara lisan untuk
dapat terlibat
dJlam pelaksanaan

PenuBesan

,F dan
Peleksana

dalam Tim

Kerja
kinerja

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

(}@
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b) Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat lintas unit organisasi

Permohonan Pelibatan Jf dan pelaksana
P€ntaiuan suk.relalabatan funS5bnal dan pelaksana lintasunrt orSanrsasi

gE
E cI
reigr

a!ag
8"8

L--_

-€ r3E 
'E 5"c.

a

g

3'a
E
iE



LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1.;i TAHUN2023

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH

KOTA BANJARMASIN

UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PEI.AKSANAAN TUGAS JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN

NONMANAJERIAL

Pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial

terdiri atas:

a. Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi secara individu

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial secara individu, Jabatan Manajerial dan

Jabatan Nonmanajerial melaksanakan tugas sesuai dengan

ketentuan butir kegiatan masing-masing atau uraian tugas

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmalajerial yang

diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

2. Uraian tugas Jabatan Manajerial atau butir kegiatan Jabatan

Nonmanajerial yang dilakukan merupakan penjabaran atau

turunan dari tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

3. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial memperhatikan:

a) Arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

b) Target pencapaian kinerja unit organisasi;

c) Keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kine{a

dalam unit organisasi.



Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dalam Tim Kerja

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial dalam Tim Kerja ditakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukal keterlibatan dan

kolaborasi Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial

dalam unit organisasi;

2. Tim Kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai arahan

dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

3. Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, Tim Kerja dapat menyampaikan

permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi

kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;

4. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara

berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Kerja sebagai

bahan input pengambilan keputusan dan pemberian arahan

pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Kerja;

5. Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Tim

Kerja berkoordinasi dengan Pejabat lain atau Tim Kerja lain;

dan

6. Koordinasi Tim Kerja tersebut dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, pem€mtauan, dan evaluasi tugas

dan kegiatan Tim Kerja.



b. Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit organisasi
Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam Tim
Kerja lintas unit organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial dalam Tim Kerja lintas Unit Organisasi

dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan

keterlibatan dan kolaborasi Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmana,ierial lintas unit organisasi;

2. Tim Kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi sesuai

arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja;

3. Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, Tim Kerja dapat menyampaikan

permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi

kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk

diputuskan dan / atau ditindaklanjuti;

4. Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit

Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala

dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan

kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing

Pimpinan Unit Organisasi dimana Jabatan Manajerial dan

Jabatan Nonmanajerial dimaksud berada untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi

masing-masing;

5. Bilamana diperlukan, Tim Kerja dalam melaksanakan

tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau Tim Kerja

lain; dan

6. Koordinasi Tim Kerja tersebut dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas

dan kegiatan Tim Kerja.



c Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Instansi Pemerintah

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam Tim

Kerja lintas Instansi Pemerintah dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial dalam Tim Kerja lintas Instansi Pemerintah

dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan

keterlibatan dan kolaborasi Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial lintas Instansi Pemerintah;

2. Tim Kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja

Unit Orgalisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah

pelaksana fungsi atau untuk mendukung program strategis

lintas Instansi Pemerintah;

3. Tim Kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi sesuai

arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja

pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau arahan

pimpinan Instansi Pemerintah pelaksana fungsi;

4. Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, Tim Kerja dapat menyampaikan

permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi

kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada

Instansi Pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan

dan/ atau ditindaklanjuti;

5. Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit

Organisasi atau lintas Instansi Pemerintah dalam

menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, Tim

Kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta

alternatif rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit

Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah dimana

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial dimaksud

berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi



unit organisasi atau Instansi pemerintah masing-masing;
6' Bilamana diperlukan, ?im Kerja dalam meraksanakan

tugasnya berkoordinasi dengan pejabat lain atau Tim Kerja
lain; dan

7. Koordinasi Tim Kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantarf,an, dan evaluasi tugas
dan kegiatan Tim Kerja.

JARMASIN
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LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1,r.7 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH

KOTA BANJARMASIN

UNTUK PEI{YEDERHANAAN BIROKRASI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS

Pertanggungjawban pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan

Jabatan Nonmanajerial terdiri atas:

a) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara individu

Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Manajerial dan Jabatan

Nonmanajerial melaporkan tugas secara langsung kepada

Pimpinan Unit Organisasi.

b) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam Tim Kerja

1. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sebagai

Anggota Tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua

Tim Kerja.

2. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial yang berperan

sebagai Ketua Tim Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi.

$

o
.4 c.

,l AR \r


	4caf3371627f362e118ec08b7f4e9bc87f973fae46e5edf2ba030063b6f48cb6.pdf
	652e621a29ab76ee8d8c8cb9ddfe9fc90a1e4cb99b9c7de0b4325f0e9b74bf68.pdf
	4caf3371627f362e118ec08b7f4e9bc87f973fae46e5edf2ba030063b6f48cb6.pdf
	652e621a29ab76ee8d8c8cb9ddfe9fc90a1e4cb99b9c7de0b4325f0e9b74bf68.pdf
	4caf3371627f362e118ec08b7f4e9bc87f973fae46e5edf2ba030063b6f48cb6.pdf



